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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

dalam penelitian ini mengenai sengketa sertifikat hak milik atas tanah 

pada Putusan PTUN Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN, ada 

beberapa poin penting yang bisa disimpulkan: 

1. Penyelesaian sengketa sertifikat hak milik dalam putusan Nomor 

107/G/2024/PTUN.MDN dilakukan melalui pengujian terhadap 

keabsahan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Mandailing Natal. Majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan 

Sertifikat Hak Milik Nomor 25, 26, dan 27 atas nama pihak ketiga cacat 

hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 

Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Hakim menilai bahwa proses ajudikasi dan penetapan 

batas tanah tidak melibatkan pihak penggugat yang memiliki 

kepentingan hukum, serta terdapat pelanggaran terhadap kewajiban 

pengumuman pendaftaran tanah. Selain itu, penerbitan sertifikat 

bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya yang telah 

berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan tanah tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan 

penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal sertifikat hak milik 

yang disengketakan, dan memerintahkan tergugat untuk mencabut 

sertifikat tersebut, sehingga sengketa diselesaikan melalui pembatalan 

keputusan tata usaha negara yang dinilai melanggar asas kepastian 

hukum dan prosedur administratif. 
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2. Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip 

siyasah qadhaiyyah secara nyata, di mana hakim tidak hanya 

menjalankan hukum secara formal, tetapi juga berperan sebagai 

penjaga keadilan substantif. Hakim memutus untuk membatalkan 

sertifikat hak milik yang bertentangan dengan putusan pengadilan 

sebelumnya, sebagai bentuk koreksi atas penyalahgunaan wewenang 

oleh aparatur negara. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, tindakan 

hakim tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum 

seorang qāḍī untuk memastikan keadilan, menegakkan kebenaran, 

serta melindungi hak-hak masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip bahwa 

kekuasaan kehakiman harus aktif dalam merespons ketimpangan dan 

ketidakadilan, bahkan jika harus melampaui teks hukum formal demi 

kemaslahatan umum (maṣlaḥah). Putusan ini sekaligus menunjukkan 

bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan seiring dalam 

rangka menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengembalikan 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan demikian, 

keputusan hakim dalam kasus ini menjadi contoh ideal penerapan nilai-

nilai siyasah qadhaiyyah dalam sistem hukum modern Indonesia. 

5.2 SARAN 

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan agar lebih 

cermat, teliti, dan akuntabel dalam melakukan proses penerbitan 

sertifikat hak milik, khususnya dengan memastikan tidak adanya 

tumpang tindih atas lahan yang telah memiliki riwayat hukum tetap. 

Perlu adanya sistem verifikasi yang ketat dan koordinasi lintas 

sektor untuk menghindari penerbitan sertifikat ganda. 

2. Kepada Masyarakat diharapkan untuk melakukan proses legalisasi 

kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan 

menjaga semua bukti kepemilikan dengan baik dan teratur. Adalah 

krusial bagi warga untuk segera mendaftarkan lahan yang dimiliki 

ke kantor pertanahan agar dapat mendapatkan sertifikat hak milik 
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yang sah secara hukum. Tindakan ini akan memberikan jaminan 

hukum atas lahan yang dimiliki dan menghindari kemungkinan 

sengketa di kemudian hari. 

3. Kepada Akademisi dan Mahasiswa Hukum penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber rujukan akademis bagi para mahasiswa dan 

pengajar dalam mengembangkan kajian mengenai konflik lahan 

serta pandangan hukum Islam, khususnya dalam hal siyasah 

qadha’iyyah. Analisis terhadap siyasah qadha’iyyah dapat 

menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami sistem 

peradilan di Indonesia dengan cara yang lebih menyeluruh, sehingga 

di masa mendatang tercipta model peradilan yang tidak hanya 

berdasarkan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan 

nilai moral dan keadilan sosial 
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